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Abstrak 

 
.      Penelitian ini dilakukan di kampung kesehatan dalam pembinaan 

kemasyarakatan terhadap penyaluran dana alokasi desa kesehatan aceh tamiang, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penyaluran dana kampung 

terhadap pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan aceh tamiang  untuk . 

Jenis penelitian yang digunakan  adalah metode deskriptif dengan pengolahan 

data kualitatif , yaitu mtode yang digunakan untuk suatu fenomenal dilapangan 

dan diketahui bahwa efektivitas penyaluran dana kampung terhadap pembinaan 

kemasyarakatan di desa kesehatan kabupaten aceh tamiang sudah efektif namun 

dalam pembuatan surat menyurat di kampung kesehatan sangat sulit dan 

pelayanan kurang memuaskan dan menghambat semua  proses yang dilakukan 

terhadap apapun itu  dan dalam menyalurkan dana bantuan sangat kurang efektif . 

Apalagi dimasa sekarang semakin terhambatnya dana kampung yang masuk dan 

masayarakat sekitar dalam pelayanan didalam kampung kesehatan sangat tidak 

baik tetapi warga masyarakat dalam membuat surat menyurat yaitu , surah pindah 

, akte kelahiran dan surat yang lainnya dalam pelayanan yang cukup lama 

prosesnya.  Focus penelitian ini pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Dan yang kedua ini adalah 

faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa. Jenis penelitian 

ini adalah kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key 

informan dan informasi .hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa 

pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Kesehatan sudah 

sesuai dengan kepentingan umum yang berbentuk pembangunan yang nyata 

seperti, infrastruktur jalan, kemalangan, faktor penghambat adalah pihak 

pemerintah desa masih kurang SDM nya dan pemhaman tentang tentang 

perencanaan program. Faktor pendukungnya masih tinggi partisipasi masyarakat 

desa secara nyata dan keingintahunan tentang kemajuan Desa Kesehatan  

   Indikator- indikator Penyaluran dana alokasi dikatakan efektiv : 

1. Karena adanya transpransi dana alokasi desa 

2. Sudah efektiv dalam penyaluran dana desa kesehatan 

3. Peran masyarakat yang lebih baik 

4. Antusias masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan 

 

        Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Implementasi,  
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Assalamu’ alaikum Wr.Wb 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya 
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kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  1.1  latar belakang masalah   

        Kepala desa adalah orang yang sangat kita hormati di dalam suatu masyarakat 

desa ataupun kampung dan juga kepala desa sangat mengayomi masyarakatnya 

dalam apapun keluh kesahnya masyarakat. Dan kepala  desa  / datok itu kalau 

berhubungan masyarakatnya dengan datok mengenai surat menyurat sangat cepat 

direspon dan ada juga masyarakat atau warga menunggu lama dalam pembuatan 

surat  menyurat tidak cepat ditanggapin sehingga warga atau masyararakat 

menunggu dalam penyaluran dana desa juga kurang efisien. 

     Pelayanan masyarakat merupakan kegiatan atau rangakaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penududuk atas barang atau jasa dan /atau 

pelayanan administaratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik, 

harus berdasarkan standar sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan 

pelayanan publik. 

       Efektivitas yaitu yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil 

dengan baik, sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan  

dapat dipandang sebagai tujuan yang telah direncanakan atau dengan kata sasararan 

tercapai  Karena ada proses kegiatan , menurut kurniawan, Mengatakan bahwa 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi dari 

1 
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pada suatau organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 

diantara pelaksanaannya. 

      Administrasi keuangan merupakan suatu upaya peneglolaan yang mencakup 

semua aktivitas yang berhungann dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu 

perusahaan atau organisasi kebijakan mengenai pengadaan dan pengguanaan 

keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi dimana, bentuknya 

berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan pengaturan pertanggung 

jawaban ,pengawasan yang sedang bertugas dan dapat  berjalan baik oleh karena 

itu sebagai suatu administrsi yang mencangkup semuanya. 

    Kegelisahan dan kecenderungan yang terjadi di lapangan  para masyarakat dalam 

menindak lanjutkan suatu urusan persoalan soal cara melakukan mengurusi surat 

menyurat agak lama dan lama jug direspon tetapi masyarakat tidak sabar dengan 

menunggunya  setiaptindakan atau persoalan yang diambil kurang baik warga 

masyarakatnya. 

       Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha oleh Negara 

/ pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kea rah suatu 

keadaant lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa , 

administrasi mempunyai peran penting dalam mewujudkan aparatur Negara yang  

memiliki kemampuan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan 

secara berdaya guna dan berhasil . pasal 4 ayat (1) undang –undang dasar 

1945peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1994 tentang pendidikan  dan pelatihan 

jabatan pegawai . dan peraturan pemerintah no 15 tahun 1994 tentang  

pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural ( lembaran Negara 
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tahun 1994 nomor 21, tambahan lembaran Negara nomor  3546)  keputusan 

presiden no 34 tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan 

pelatihan. 

       Lembaga administrasi Negara selanjutnya dalam keputusan  presiden ini 

disebut ini disebut lembaga pemerintah non- departemen yang berada tugas umum 

pemerintah dan pembangunan dibidang administrasi Negara dalam penyusunan 

kebijakan dan program pembnagunan administrasi serta peningkatan kualitas   

sumber daya aparatur atur  Negara agar berdaya guna dalam pemerintah Indonesia 

.         Alokasi dana desa merupakan  keuangan desa yang diperoleh dari hasil  bagi 

hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh kabupaten / kota  untuk desa yang , pemerintah pelaksanaan 

pembangunan  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan pembangunan , 

pembinaan kemasyarakatan  dan pemberdayaan masyarakat desa . sedangkan 

alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana penimbangan keuangan pusat 

dan dcaerah yang diterima oleh daerah yang diterima oleh daerah / kabupaten desa 

paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus , 

maka intinya, alokasi bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi pajak.  

         Langkah langkah diberikan ADD (alokasi dana desa ) : (1) meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintah,  desa dalam melaksanakan pemerintahan, (2) 

meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarkatan didesa dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan 

potensi  desa  (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja  dan 
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kesempatan berusaha bagi masyarakat desa (4) mendorong peningkatan swadaya 

gotong royong masyarakat. 

         Tahapan yang digunakan dijalankan oleh ADD (alokasi dana desa ): (a) 

membiayai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa (b) 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa (c) 

operasional pemerintahan desa (d) tunjangan dan operasional BPD (e) insentif 

RT,dan RW,serta (f)  untuk memadai penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat.   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 UndangUndang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat   (1). Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;( 2) . Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); (3) . Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang- - 2 - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 



5 
 
 

Republik Indonesia Nomor 5679); ( 4) . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322   ( 5). Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12). 

       Aturan untuk pelaksanaan ADD (alokasi dana desa ) : (1) kecamatan atau yang 

disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari wilayah dari daerah kabupaten 

/kota yang dipimpin oleh camat (2) kelurahan adalah bagian wilayah dari 

kecamatan sebagai perangkat  kecamatan (3) menteri adalah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

        Dan badan pengelola yang diterima kabupaten sesuai dengan peraturan  

menteri  alam negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

desa di dalam pasal 18 menyatakan, bahwa  “ Alokasi Dana Desa  berasal dar i 

APBD kabupaten / kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat 

dan derah yang diterima oleh pemerintah kasedikitbupaten / kota untuk desa paling 

sedikit 10 % (sepuluh persen). 

      yang  terjadi dalam ADD (Alokasi Dana Desa ) dalam pelaksanaan alokasi dana 

desa kurang adil dalam membagikan uang masuk desa kebeberapa dusun dan 

kurang paham antar sesame warga .dan juga BUMDes juga memepererat solidaritas 

antar sesama masyarakat dan uang itu diputar keunagan desa dan pasti balik lagi 

kedesa . banjir ,jalan rusak , kecelakaan , pemerintah kurang membantu saat terjadi 

saudara kita yang terjadi musibah di palestina. 
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       Dalam   permasalahan ini kita  sebgai masyrakat yang baik dan bijak dalam 

permasalahan yang terjadi dikampung kita harus lebih teliti lagi dan apalagi tentang 

keuangan desa dan itu bisa dibuat usaha bagi desa yang sangat dibutuhkan 

masyarakat  menanggapi dalam membantu saudara kita dipalestina seharusnya 

pemerintah lebih peka lagi terhap musibah terjadi dalam dana tetapi pemerintah 

tidak perduli dengan semua itu , jalan yang rusak sangat meresahkan warga 

setempat karena menggangu perjalanan , kecelakaan yang terjadi didalam suatu 

masyarakat sebagai kepala desa yang baik ikut membantu mengeluarkan untuk 

warganya , dalam mengeluarkan dana desa langkah-langkah seperti, pembangunan 

infrastruktur jalan, SDM, keinginan tentang kemajuan Desa Kesehatan.  

       Kategorisasi 

     Efektivitas kerja adalah pencapaian usaha kegiatan sesuai dengan rencana 

dengan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan dan ketepatan 

waktu bekerja dalam menyelesaikan tugas. 
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PERTANYAAN  

1. Apakah masih ada dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang 

dialokasikan? 

2. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM 

(sumber daya manusia ) Masyarakat  Desa Kesehatan Karang Baru Aceh 

Tamiang? 

3. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan Desa 

kepada masyarakat Desa Kesehatan? 

4. Bagaimana tingkat kepercayaan terhadap pembinaan perangkat Desa kepada 

masyarakat Desa Kesehatan? 
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   1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Adapun rumusan 

masalahnya dalam penelitian ini adalah.  ‘’Bagaimana efektifitas penyaluran dana 

kampung terhadap pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan?’’  

1.3  Tujuan penelitian  

Tujuan  penelitian penelitian ini untuk mengetahui “ Bagaimana efektivitas 

penyaluran dana kemasyarakatan di desa kesehatan kabupaten aceh tamiang. 

1.4  manfaat penelitian 

adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dengan dilakukannya 

penelitian ini adalah: 

a.) Secara akademis diharapkan dapat memberikan Ilmu dalam memperkaya 

ilmu penelitian dari sumber bacaan dilingkungan fakultas ilmu sosial dan 

ilmu politik (FISIP) universitas muhammaddiyah sumatera utara. 

b.)  Untuk tempat penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan 

wawasan dan dapat memberikan pembelajaran yang didapat dalam 

penelitian. 

c.) Untuk diri sendiri diharapkan dapat meningkatkan dan menjadi wawasan 

dan memperluas pelajaran yang kita dapat menjadi pembelajaran yang 

didapat. 

     1.5 sistematis penulisan  

  Sistematis penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat 

melihat dari mengkaji penelitian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  
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           Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan peneltian, manfaat peneltian, sistematika penulisan. 

   BAB II URAIAN TEORITIS 

                Dalam bab ini diuraikan adalah pengertian efektivitas, penyaluran dana 

kampung, pembinaan kemasyarakatan. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

               Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka konsep, kategorisasi, informansi, 

lokasi penelitian. 

  BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, 

dan analisis hasil wawancara . 

 BAB V  PENUTUP 

              Dalam bab ini kita dapat mengabil kesimpulan hasil dalam penelitian yang 

kita dapat.               
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

  2.1 Efektivitas 

  2.1.1 Pengertian  Efektivitas  

      Menurut Beni (2016:6) Pengertian Efektivitas Adalah,  hubungan antara output 

dan output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh 

tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi Efektivitas.  Menurut 

Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya percapaian 

tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai 

tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif indicator efektivitas 

menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) 

program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin 

efektifitas proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi (2010:143) 

efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran akhir 

kebijakan sedangkan menurut fajar eketifitas retribusi daerah merupakan 

perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga 

dapat dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan. Menurut Beni 

(2016:136) dalam kenyataan selama ini kabupaten /kota selalu menargetkan  

besarnya penerimaan hanya berdasarkan  increamental  potencials yang 

menyebabkan  realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Dengan demikian , 

fakta bahwa kabupaten /kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target 

berjumlah  menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi selama ini 

10 
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dikatakan efektif  untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk 

pencapaian. 

       2.1.2 Ukuran Efektifitas  

          Efektivitas pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Efektivitas menujukkan keberhasilan dari segi tercapai 

tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah , waktu ,sasaran ,harga 

,administrative dan kualitas. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal 

yang sangat sederhana , karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. 

Selanjutnya tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam 

pengukuran efektivitas yaitu : (1) produktivitas (2) kemampuan adaptasi kerja (3) 

kepuasan kerja (4) kemampuan berlaba (5) pencarian sumber daya  , selain itu ada 

pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur 

efektivitas suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Martini dan lubis 

(1987:55) : (a) penedekatan sumber (resource approach ) yakni mengukur 

efektivitas dari input. Penedekatan  mengutamakan adanya keberhasilan organisasi 

untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi  (b)  pendekatan proses (process approach) adalah untuk 

melihat jauh internal atau mekanisme organisasi (c) pendekatan sasaran (goals 

approach ) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi 

untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 

    Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Streers (1985: 53) sebgai 

berikut: (1) pencapian tujuan keseluruhan upaya pencapian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses.oleh karena itu , agar pencapian tujuan akhir semakin terjamin, 
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diperlukan pertahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian- bagiannya, 

maupun pertahapan dalam arti periodisasinya. Pencapian tujuan terdiri  beberapa 

faktor, yaitu kurun waktu dan sasran yang merupakan target kongkrit (2)  integrasi 

pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 

sosoialisasi (3)  adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk digunakan  tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja. 

   2.2 Pengertian Administasi Desa  

           Menurut soenarjo Nurcholis (2011;4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat 

berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu 

batas-batasnya; memiliki  ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena 

seketurunan maupun Karena sama-sama memiliki susunan pengurus yang dipilih 

bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan 

tangga sendiri. Menurut nurcholis (2011: 65) desa administrasi satuan wilayah 

administrasi , yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan 

administrasi dibentuk oleh negara dan dan merupakan  kepanjangan Negara untuk 

menjalankan tugas administrasi yang diberikan Negara. Desa administrasi secara 

substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.  Menurut Santosa (2008: 

339) alokasi dana desa dimaksudkan untukmembiayai program pemerintahan desa 

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

   2.3 Alokasi Dana Desa  

   2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa 
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      Menurut Usman (2013:5) manajemen berasal dari bahasa latin,yaitu dari dari 

asal kata kamus yang  berarti tangan agree (melakukan ). Kata- kata itu digabung 

menjadi manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan kebahsa inggris  

(to manage) dan memlakukan menjadi pengelolaan. Menurut Sastrohadijwiryo 

(2009:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan 

guna  mencapai tujuan.manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi 

pengetahuan yang disistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah 

suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapian tujuan 

dengan menggunakan kegiatan orang lain. Menurut Sintia dwi,  (2015 ) Efektivitas 

pengelolaan desa  dalam meningkatkan pembangunan desa menurut prespektif 

ekonomi islam studi pada desaKesehatan Kecamatan Karang Baru. Pengalokasian 

(ADD) Alokasi Dana Desa upaya meningkatkan  pembangunan d 

      2. 3.2  Tujuan Dana Desa  

       Dalam UU Tahun 2014 tentang desa , tujuan disalurkannya dana desa adalah 

sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar 

menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, dapat 

menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat  yang adil, 

makmur dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah : (1) mengatasi 

kemiskinan dan mengurangi kesenjangan (2) meningkatkan kualitas perencanaan 

dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat  

desa (3) meningkatkan  pembangunan nilai-nilai keagamaan , sosial, , budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial (4) mendorong 
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pembangunan infrastruktur pendesaan yanbg berlandaskan keadilan dan kearifan 

local (5) meningkatkan pelayanan  kepada masyarakat desa  (6) mendorong 

peningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa (7) meningkatkan 

pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).  

       Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa30% alokasi dana 

desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam 

pembiayaan operasional BPD , biaya operasional tim penyelenggraan alokasi dana 

desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan sarana dan praasarana ekonomi  desa, pemberdayaan dibidang 

pendidikan , kesehatan, pemberdayaan ekonomi  masyarakat terutama untuk 

mengentaskan kemiskinan dan batuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, 

BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan 

keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD,RT,RW,PKK taruna 

,linmas.  

     ( SDM) Sumber Daya Manusia dalam perangkat desa, Sekarang ini kan 

masyarakat dan perangkat desa kurang dekat dan mungkin malu untuk meminta 

bantu kepada perangkat desa dalam surat –menyurat padahal itu adalah  tugas 

perangkat desa dalam mengatasi masalah yang ada di dalam suatu masyarakat itu, 

setelah Kepala Desa yang mengayomi masyarakat saat dalam kesusahan juga 

perangkat desa harus juga mengikuti aturan yang sudah dibuat dari kepala desa jadi 

perangkat desa harus juga menjaga keramahan bersama masyarakat Desa 

Kesehatan Karang Baru. Yang juga dimana masyarakat sangat membutuhkan 

dukungan apapun itu dalam melakukan sesuatu hal yang sangat penting dan juga 
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perangkat desa harus siap membantu apa saja yang diperlukan masyarakat dalam 

melaukan kegiatan dia dalam masyarakat Desa Kesehatan. 

   2.3.3  Manfaat Dana Desa Kesehatan 

           Dana desa diprioritaskan untuk pembayaran pelaksanaan program dan 

kegiatan berskala local desa dengan tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. 

Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan 

masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa , selain dengan pencapian 

target RPJMDes dan RKP setiap tahunnya, melalui : (1) dana desa diprioritaskan 

untuk pemenuhan dasar meliputi : (a) pengembangan pas kesehatan desa dan 

polindes; (b) pengelolaan dan pembinaan posyandu; (c) pembinaan dan pengelolaan 

pendidikan anak usia dini (PAUD). (2) dana desa diperioritaskan untuk 

pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi : (a) 

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana  jalan desa ; (b) 

pembangunan dan pemelihara  sarana dan prasarana dan prasarana jalan usaha tani; 

(c) pembangunan energy baru dan terbarukan;  (d) pembangunan dan pemeliharaan 

sanitasi lingkungan; (e) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; (f) 

pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; (3) dana desa diprioritaskan untuk 

pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan  kapasitas masyarakat 

desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan , serta perluasan 

skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian 

yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD , seluruh 

kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan , dilaksanakan dan dievaluasi secara 
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terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus 

dipertanggung  jawabkan secara administratif , secara,teknis, dan secara terarah , 

ekonomis , efisien , efektif, berkeadilan , dan terkendali. 

         Masyarakat Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang 

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa kesehatan karang 

baru Kabupaten Aceh tamiang 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagaimananya. 

Memuat konsep- konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan 

untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literaturliteratur yang 

membahas konsep penelitian. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Sedangkan, menurut 

Rosmery Elsye (2016:2) definisi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

adalah sebagai berikut :  

          Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah”. Menurut Ahmad Yani (2009:428) Definisi Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : “Suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan 

keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah”. 
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      Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, 

pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah ini juga merupakan salah satu fasilitasi dari 

Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan 

keuangan daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah dalam pengimplementasian berbagai peraturan 

perundang-undangan. 

    2.3.4 Indikator Sistem Informasi alokasi dana desa 

Menurut Ahmad Yani (2009:429) yang terkait pada sistem informasi pengelolaan 

keuangan daerah meliputi: 1) Keamanan Data; 2) Ketepatan Waktu; 3) Ketelitian; 

4) Variasi Laporan atau Output; 

 1.Keamanan  

data Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap 

otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer 

terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. 

2.Ketepatan waktu Ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh 

pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas 

kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai 

informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai 

informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum. 

3. Ketelitian  
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Ketelitian adalah kesesuaian diantara beberapa data pengukuran yang sama 

yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil 

suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran. 

4. Variasi Laporan atau Output 

 Laporan atau Output adalah suatu cara komunikasi yang dalam hal ini penulis 

menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena 

tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud 

sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah 

semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta 

yang telah dialami atau diselidiki. 

5.Relevan  

Relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam 

konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini. 

 

2.3.5 Teori Alokasi Dana Desa  

Menurut Soemantri (2011:155) mendefinisikan Alokasi Dana Desa adalah 

sebagai berikut : Dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 

pelayanan masyarakat. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
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antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, 

yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa.  dapat dikatakan bahwa 

alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.  Seluruh kegiatan yang didanai 

oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. 

 

2.3.6 Indikator Alokasi Dana Desa 

 Menurut Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) yang terkait pada 

alokasi dana desa meliputi: 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan; 3) Penatausahaan; 

     Adapun penjelasan indikator Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 1. 

Perencanaan Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan 

pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes 

yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari 

perencanaan keuangan desa. 

     Pelaksanaan Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang 

dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, 

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 
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       Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan halhal yang 

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode 

tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang 

yang diberikan. Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. 

      Daerah Berbasis Akrual mengemukakan bahwa Kualitas laporan keuangan 

daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi 

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik 

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan 

dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.  Kualitas laporan keuangan daerah 

adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut  

      Menurut Mardiasmo (2009:32) mengungkapkan Untuk: dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah 

harus memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang andal, sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah yang lemah menyebabkan laporan 

keuangan yang dihasilkan juga kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan 

keputusan sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daera  
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        Menurut Chabib Soleh dan Heru Rohcmansjah, (2010:67) mengungkapkan: 

Laporan keungan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut 

pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 

daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerahh yang 

tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan daerah juga tidak baik. 

       hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah berbasis web di kabupaten Pacitan dinyatakan diterima. Hal ini 

dapat diperoleh dari hasil angket dari 40 responden berdasarkan variabel-variabel 

UTAUT menyimpulkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat 

meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

 

    Tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan 

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bolaang  Mongondow Selatan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa 

variabel pinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

dengan di terapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di setiap masing-

masing instansi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang 
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Mongondow Selatan. Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian Lia, Andi 

& Husin (2016) tentang Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem 

Akuntansi 20 Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil 

kajiannya menunjukkan kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi 

keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun 

simultan. Artinya semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem 

akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. 

      Menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik. 

 

         Uraian teoritis adalah sebuah narasi lengkap dan sempurna tentang variable 

yang diangkat dalam judul skripsidan konsepyang menyertai variable 

tersebut.sebuah uraian teorotis bukanlah deskripsi lokasi penelitian. Uraian teoritis 

tidak boleh memuat geografi,demografi,struktur organisasi.  

        Uraian teoritis adalah narasi lengkap dan sempurna tentang variabel yang 

diangkat dalam judul skripsi dan konsep yang menyertai variabel tersebut. 
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Dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah haruslah menggunakan 

pengetahuan ilmiah(ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. 

Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum 

mengajukan hipotesis, peneliti wajib mengkaji teori-teori dari hasil-hasil penelitian 

yang relevan dengan masalah yang diteliti, yang dipaparkan dalam Bab ll (Uraian 

Teoritis) Tinjauan pustaka memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang 

objek (variabel) yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa 

argumentasi atas hipotesis yang telah diajukan dalam Bab l. Untuk dapat 

memberikan deskripsi teoretis terhadap variabel yang diteliti, maka diperlukan 

adanya tinjauan teori yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang 

diajukan menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai 

landasan penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. 

Pembahasan terhadap hasil penelitian tidak dilakuk an secara terpisah dalam satu 

sub-bab tersendiri. 

Uraian Teoritis juga bisa merupakan kajian teori, yang merupakan paparan teori-

teori atau konsep-konsep yang menjadi dasar pengetahuan yang diperlukan dalam 

análisis dan pembahasan penelitian. Definisi atau teorema yang diambil dari 

referensi atau buku harus mencantumkan sumbernya. 

 

        Kerangka konsep adalah alur berfikir yang sistematik yang berisi kaitan satu 

konsep.Kerangka konsep merupakan alur pemikiran guna memecahkan masalah 

yang diteliti tersebut. Jadi, kerangka pemikiran adalah model, cara, atau langkah-
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langkah yang dipakai untuk menggarap dan memecahkan masalah yang hendak 

diteliti. berfungsi untuk membantu memudahkan peneliti melakukan penelitiannya. 

         Alokasi Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara 

proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan 

satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan 

 

 

   

         

             Pemerintahan Desa Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, 

h.3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau 

suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian 

peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa 

yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan peme-rintahan desa berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa 

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
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masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

           Pemberdayaan Masyarakat Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) 

pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar 

tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara 

mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud 

interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya 

penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar 

tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang 

ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan 

untuk membangun dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi 

(2005, h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu 

pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, 

miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok 

masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri 

dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta 

dalam pengembangan masyarakat. 

 

         Perencanaan ADD Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada desa 

Wonorejo, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana 
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Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan 

Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Wonorejo dilakukan dengan 

perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan 

tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan musyawarah desa 

dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena 

dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto 

(2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat. 

 

       Penggunaan ADD Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada 

desa Wonorejo yaitu sejumlah Rp. 102.417.000,-. Dalam bidang penanggulangan 

kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian 

raskin, program bedah rumah dan program plesterisasi. Hal tersebut merupakan 

pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan 

teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2003, h.12) 

kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada pro-ses 

pemberian atau pengalihan sebagian ke-kuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada 

masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan 

pendapatan desa, pada desa wonorejo belum memiliki Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk 

pembentukan BUMDes. Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat 

kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai 

kegiatankegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai 
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dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan 

bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses 

kelahiran dan perawatan anak. Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh 

Ife dalam Suharto (2005, h.55) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 

dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, mengunakan dan 

mempenggaruhi pranata. 

 

          Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja (2004, h.169) 

yang menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di 

pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatan produktifitas, pemberian 

kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti 

pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Menanggapi 

pemberdayakan masyarakat tersebut, desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD 

untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi 

masyarakat yaitu dengan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan 

kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. 

Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan 

melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan 

keluarga dengan kemandirian. Fenomena dilapangan menunjukkan, masih 

terdapat kesenjangan gender dalam bidang politik dimana tidak adanya 

keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada desa Wonorejo. Menurut 

Prasojo (2003, h.13) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek 

ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang 
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politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan 

pemberdayaan bidang spiritual. Apabila dikaitkan  
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

   3.1 jenis penelitian  

     Adapun jenis penelitian yang digunakan dalah metode deskripstif dengan 

pengelolahan data kualitatif , yaitu metode yang digunakan untuk adalah sebuah 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenimena dalam kontak 

social secara alami dengan mengendepankan proses komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

       Menurut sugiono (2005)  mejelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivme digunakan 

untuk meneliti pada  kondisi obyek yang alamiah (sebgai lawannya eskperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai  instrument kunci pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snomball, teknik pengumpulan  dengan tri-

anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generlisasi  

     Menurut krik dan niller   tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahassanya dan dalam 

peristitilahnya.penelitian kualitatif memiliki cirri atau karakteristik yang 

membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Variabel adalah suatu konsep yang 

mempunyai variasi nilai (Effendi dalam Mohammad, 2003), sedangkan menurut 

Sugiyono (2007) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti uSalah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa 

29 
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menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 

penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.Tujuan dari penelitian ini untuk 

menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaanntuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

        Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang 

penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun pencatatan 

dokumen artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dituangkan dalam 

bentuk bilangan atau angka statistic melainkan masih dalam bentuk kualitatif yang 

memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevansi atau frekuansi. (Arikunto, 

Suharsimi, Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan 

menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta- faktaVariabel adalah 

suatu konsep yang mempunyai variasi nilai (Effendi dalam Mohammad, 2003), 

sedangkan menurut Sugiyono (2007) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  yang ada dan mencoba 

menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh 

         Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri 

dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana 

ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 
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penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.Tujuan dari penelitian ini untuk 

menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan. 

       Pemerintah Desa Bukumatiti yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris dan 

Bendahara Desa. b. Pemerintah Desa Bukumatiti yang meliputi pengurus Badan 

Perwakilan Desa (BPD). c. Masyarakat Desa Bukumatiti (Pengguna Jasa), yang 

dalam hal ini diambil dari para kepala keluarga. 2) Data Sekunder, yaitu data yang 

diharapkan melengkapi dari hasil penelitian atau objek yang di wawancarai. Dalam 

hal ini meliputi data hasil kajian dokumentasi kegiatan, program kerja dan literature 

lain yang relefan. 

       Teknik pengumpulan data primer, ini dilakukan dengan cara : a. Metode 

Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang 

ditemukan dilapangan. b. Metode Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari para informan yang dilakukan 

melalui pertanyaan secara lisan kepada informan yang dilakukan oleh peneliti 

sehubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana 

Desa. 

       Adapun bentuk pengumpulan data sekunder, yang dilakukan adalah : a. 

Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai literature seperti buku, karangan ilmiah, dan sebagainya. b. Studi 

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan 

atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang 

dianggap relevan dengan objek penelitian 
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         menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan 

penelitian dalam penarikan kesimpulan. d. Penarikan kesimpulan yakni melakukan 

verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta 

menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat 

dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat 

dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengacu pada asas-asas 

pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 

2 ayat 1 yang berbunyi bahwa ³ Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasas 

transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Alokasi 

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari 

Alokasi Dana Desa ( ADD) adalah : a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah 

desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b) Meningkatkan kemampuan lembaga 

kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa. c) Meningkatkan 

pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat. Berhubung dengan hal diatas maka yang menjadi tolak ukur dalam 

pemberdayaan masyarakat tehadap Alokasi Dana Desa (ADD) yakni salah satunya 

transparansi. Yang dimaksud dengan trasnparansi adalah adanya keterbukaan 

informasi dari pihak pemerintah. 
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       masyarakat guna mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung. 

Dengan adanya informasi yang secara terbuka maka memudahkan kontrol sosial 

dari masyarakat itu sendiri.Transparansi dapat memberikan informasi penggunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat yang secara terbuka 

dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada regulasi yang dibuat oleh 

pemerintah. 

              pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) salah faktor yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas.Dalam artian 

bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan 

oleh pemerintah desa selaku administrasi pembangunan sekaligus pengelolah 

keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok 

sasaran.Tujuan dari prinsip akuntabilitas adalah menjaga ketidak jelasan mengenai 

penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan 

masyarakat. Kenapa demikian karena untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka 

diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawab kepada kelompok sasaran yakni masyarakat.  

        prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam 

pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).Arti 

dari prinsip partisipasi adalah masyarakat ikut mengambil bagian dalam bentuk 
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kegiatan kemasyarakatan. Dan makna dari partisipasi adalah bukan hanya ikut serta 

dalam kegiatan tetapi terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 

hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. peran masyarakat sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang telah di terima.Tujuan dari partisipatif adalah hak dan tindakan warga 

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan 

terhadap pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Kemudian juga dengan adanya keterlibatan masyarakat maka dapat mempengaruhi 

dan menentukan kebijakan dan terlibat aktif dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

(ADD). Serta bagaiamana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi 

pelaksanaan program sebagai realisasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di 

terima. Beranjak dari uraian diatas, maka peneliti dapat menganalisis secara ilmiah 

tentang bagaiamana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera 

Barat.Untuk mengetahuinya. 

       Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

harus memperhatikan prinsip transparansi. Berdasarkan dengan hasil penelitian 

bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) .Karena realitas yang terjadi pemerintah desa tidak secara terbuka kepada 

masyarakat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang orientasinya 

untuk pemberdayaan masyarakat.Ini disebabkan. 

        Dan begitu juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu mempertanggungjawabkan 

mengenai dengan realisasi program dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan 
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hasil penelitian dilapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap 

pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu melibatkan 

partisipasi masyarakat guna mengetahui tentang keluhan atau kebutuhan yang akan 

di buat dalam bentuk program dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun 

kenyataan dilapangan bahwa program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

      Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan 

alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan 

keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu 

diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi 

hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai 

wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaran otonomi desa. 

       Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari 

adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan 

pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum 

mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. 

Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan 

mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim 

pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan 

dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu 

pemberdayaan masyarakat. 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu 
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adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat 

melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundangundangan yang ada juga 

memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap 

pos-posnya. pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Sedangkan 

stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan BPD 

peranannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam 

penyusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan  pemberdayaan 

masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi, 

pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan 

lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai 

dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk 

perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan wujud dari pemberdayaan 

manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan 

melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK. 

      

          Faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas 

sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD 

dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan. 

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada 

masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program ADD yang 

kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD 

dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung 

Jawaban (SPJ) ADD menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Permusyawaratan 
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Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu melaksanakan program 

tersebut secara tertib, efektif, efisien, serta dilakukan secara transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrative. Kepala desa selaku 

penanggungjawab kegiatan pengelolaan alokasi dana desa mempunyai beberapa 

peranan yang meliputi: (a) mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan alokasi 

dana desa, (b) membentuk tim pelaksana tingkat desa, (c) membuat Daftar Rencana 

Kegiatan (DRK) alokasi dana desa yang dilakukan bersama lembaga-lembaga 

terkait dan tokoh masyarakat, dan (d) mendampingi bendahara desa pada saat 

pencairan alokasi dana desa. 

       ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan 

kesejahteraan keluarga di desa. Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh 

manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta 

dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat 

bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan 

sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat 

menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa 

kepada para tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling 

mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan 

sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat. 

      Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meskipun tidak memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung BPD juga turut berperan dalam pengelolaan alokasi 

dana desa karena BPD mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan bersama 

dengan pemerintah desa bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Peranan BPD 
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lainnya yaitu turut berkontribusi pada tahap perencanaan cenderung bersikap acuh 

dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut 

menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan 

alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari 

masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

terjadi. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung 

Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. 

Padahal tugas dari tim pengendali kecamatan hanya melakukan bimbingan teknis 

administrasi keuangan kepada tim pelaksana tingkat desa. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor 

yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan 

perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya 

dengan baik. Peraturan perundangundangan yang ada juga memudahkan tim 

pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. 

       desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangaan kabupaten/kota 

yang diserahkan, Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi 

kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, 

tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. 

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap 

desa dibagikan ecara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang 

disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut 
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akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal 

dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat 

ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan 

jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan 

terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan 

alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut 

kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik 

antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan 

alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik makan besar kemungkinan 

masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama 

seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih 

berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa 

juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak 

PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan 

mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana 

desa. 

 

      3.2 Kerangka konsep 

Kerangka konsep merupakan satu kerangka piker yang di jadikan landasan 

dalam menggambarkan konsep penelitian. Adapun konsep dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

                                    Gambar 3.1 kerangka konsep  



40 
 
 

                                               

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.3 Defini konsep 

      Definisi konsep adalahsuatu gambaran untuk mejelaskan kejadian, keadaan 

kelompok atau individu berkiatan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian 

sebagai konsep berikut: 

1. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa kesatuan wilayah yang dihuni oleh 

sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber 

   Pemerintah desa  

Penyaluran dana  desa        

                             Efektivitas  

    Administrasi  pembangunan  

nAJsjsajsxmaxmzkmmpepppem

bangunanp 

    Alokasi dana desa  



41 
 
 

daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai 

kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah 

kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah 

camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan 

administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat. Istilah desa hanya dika. 

2. Penyaluran dana desa  adalah  sebagai dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan 

digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya 

pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana 

pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan 

kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang 

diputuskan melalui musrembang desa  Tetapi dengan adanya Dana Desa juga 

memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang 

mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan 

kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan 

belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

masyarakat tidak dapat maksimal. 

3. Efektifvitas adalah   hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 

https://www.pengadaan.web.id/2019/12/apbdes.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/12/apbdes.html
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prosedur dari organisasi. ... Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka 

organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 

suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya 

sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, 

waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan 

tersebut berjalan maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang 

diinginkan. 

4. Administrasi pembangunan  adalah usaha yang dilakukan suatu Negara bangsa 

untuk bertumbuh , berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam 

semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan 

dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. 

5. Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi 

hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara 

proporsional.  anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, 

yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, 

“Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari 

Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). 

     3.4 kategorisasi penelitian  
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Kategorisasi dalah proses yang mana gagasan dan benda dikenal,dan dimengerti 

kategorisasi meyiaratkan bahwa benda termaori suk dalam kategori untuk tujuan 

antara subjek dan objek pengetahuan. 

Maka kategorisasi dlam penelitian sebagai berikut: 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 kategorisasi 

    No. Konsep Kategorisasi 

1.pemerintah desa  Alokasi dana  -Partisipasi masyarakat  

- transparansi 

 

-keberagaman 
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2.penyaluran dana desa Kampung kesehatan  -Solidarit 

  -Kekeluargaan 

 

3.5  key informan  (ADD) Alokasi Dana Desa 

dengan tri-anggulasi (gabungan ), analisis data bersifat induk   Meurut sugiyono 

yaitu menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang dilandasi filsafat posistivme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumner data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan tif atau kualitatif dan  hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi. 

3.6  Teknik pengumpulan data 

      Dalam penelitian ini ini, teknik pengumpulan data yang 

 Digunakan penulis sebagai berikut: 

1. Teknik pengumpulan Data Primer: 

a. Metode wawancara ( Interview ), yaitu suatu proses Tanya jawab dalam 

penelitian yang sedang berlangsung secara lisan terhadap dua atau lebih 

dengan mekanisme tatap muka dan mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan yang di sampaikan oleh informan. 
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b.,Metode Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan cara mengamati, mengakaji. Dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang di selidiki di lapangan. 

2. Teknik Pengumpulan Data primer : 

Teknik pengumpulam data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen seperti buku, surat kabar, majalah dan tulisan-tulisan yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti ( studi kepustakaan ). 

3.7  Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono. 

(2014 : 91) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesmpulan. 

3.8   waktu dan lokasi penelitian 

lokasi penelitian berada di desa kesehatan kecamatan karang baru, 

kabupaten aceh tamiang. Dengan jumlah penduduk 111603 jiwa. Dengan 

luas wilayah 114 ha. Mayoritas peneduduk desa kesehatan adalah sebagai 

petani sawit, perdangan,dan hal ini yang menjadi sumber mata 

pencaharian masyarakat desa kesehatan. 

3.9  Ringksan dan objek Penelitian 

 Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh 

dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang 
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dibagikan secara proporsional. Itulah dana desa yang k 
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BAB IV 

HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

1.1 Hasil Penelitian 

       Bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari penelitian 

dilapangan atau dikenal dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang dipeoleh 

dengan cara Tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 

memberikan gambara jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawncara 

secara langsung oleh beberapa informan di desa mengenai alokasi dana desa 

(ADD) dengan Efektivitas penyaluran dana kampung dalam rangka pembinaan 

kemasyarakatan di desa kesehatan kabupaten aceh tamiang. 

     Untuk mendukung peolehan data, selain data primer maka data sekunder juga 

sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait deangan 

tingkat jawaban para narasumber.  Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan 

secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah – langkah 

sebagai berikut: 

1.1.1  Deskripsi Narasumber Berdasarkan Kelamin 

   Berdasarkan data yang dipeoleh melalui wawancara di lapangan terhadap 

narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur dan penelitian pendidikan. Sehingga dapat 

memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 
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       Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebgai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut. 

  4.1 HASIL PENELITIAN 

Pengertian penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara 

aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya untuk menemukan, 

menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Pendapat lain mengatakan bahwa 

definisi penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara 

mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan 

mencapai kesimpulan baru.  penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah 

tertentu yang sifatnya logis dan teratur sesuai dengan sistem yang telah diatur 

sehingga dapat menjelaskan rangkaian sebab-akibat suatu objek penelitian. 

penelitian harus berdasarkan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil 

pengamatan indera manusia. Dengan begitu, metode tersebut juga dapat diamati 

oleh orang lain. adalah memperoleh narasumber dari bapak datok penghulu, 

perangkat desa, masyarakat, ibu pkk 

4.1.1 Wawancara hasil 

       Hasil wawancara adalah Laporan hasil wawancara menjadi salah satu hal 

penting dalam laporan yang perlu disusun secara sistematis dan sesuai kaidah yang 

ada. Untuk dapat menyusunnya dengan baik, berikut ini adalah penjelasan singkat 

mengenai definisi, fungsi dan cara membuat laporan hasil wawancara yang baik 

untuk Anda ketahui. 

https://kumparan.com/topic/wawancara
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        Untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, biasanya kita 

melakukan serangkaian wawancara pada narasumber terpercaya.  wawancara 

adalah suatu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab 

antara pengumpul informasi dengan responden.  Setelah melakukan wawancara 

dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kita perlu menyusun laporan hasil 

wawancara untuk mempermudah pembaca memahami isi wawancara. laporan 

hasil wawancara perlu disusun untuk mencatat informasi yang diperoleh dari suatu 

wawancara. Setelah memahami bagaimana tata bahasa yang perlu digunakan 

dalam laporan hasil wawancara, kita juga perlu mengetahui bagaimana susunan 

laporan hasil wawancara yang benar. 

        Hasil wawancara dari penelitian ini disusun berdasarkan klarifikasi jawaban 

narasumber tentang pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan faktor-

faktor terbentuknya persepsi yaitu  ada empat: pertama faktor pengalaman, 

pengetahuan kedua faktor pengalaman ketiga faktor kebutuhan  dan keempat 

faktor situasi. Hasil dari wawancara tersebut disajikan  agar mudah 

menganalisisnya sebagaimana yang terlihat pendapat masyarakat dalam saya 

mewawancarai tentang desa kesehatan  

4.1.2 faktor pengalaman  

 Dalam saya melakukan observasi, wawancara dan penelitian yang saya dapatkan 

sangat banyak pengalaman yang baru bagi saya dan sangat saya butuhkan 

pengalaman itu dalam saya meneliti didesa kesehatan masyarakat yang baik akan 

tetapi ada juga masyarakat yang kurang berkenan dalam melakukan hal itu seperti,  
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gotong royong mereka mau gerak karena ada uang bukan karena inisiatif mereka 

sendiri. 

4.1.2 faktor pengetahuan 

       Dalam saya melakukan penelitian di desa kesehatan banyak pengetahuan 

yang saya dapatkan dan membuat saya banyak mendapatkan pengetahuan yang 

baru dan baik sekali bagi saya tentang kekeluargaan, solidaritas, kekompakan, 

kebergaman dan banyak manfaat yang saya dapatkan dan bisa saya buat dalam 

kehidupan sehari- hari membuat masayarakat berbondong- bonding dengan 

antusias yang besar. 

4.1.3 faktor kebutuhan 

     Dalam saya melakukan penelitian di desa kesehatan saya sangat butuh dengan 

masyarakat yang membantu saya selama saya penelitian di desa kesehatan apa pun 

yang saya butuhkan dalam saya melakukan penelitian didesa itu sangat membantu 

saya sekali dalam segi apapun itu bener –bener membantu saya tidak ada yang 

mempersulit saya dalam melaukan penelitian di desa kesehatan. 

4.1.4 faktor situasi 

       Dalam melakukan penelitian situasi dan kondisi sangat aman dan tidak ada 

kesulitan malahan sangat membantu saya sekali dalam meneliti di desa  dan sangat 

membantu saya dalam situasi apa pun di desa itu perangkat desa yang sangat baik 

dan ramah, membuat saya   tidak enggan lagi dengan semua yang mereka buat dan 

saya juga ikut segala kegiatan yang desa itu buat dan ikut adil dalam hal apa pun 

yang sangat membantu saya dalam meneliti di masyarakat sangat membantu saya 

sekali agar mempermudah saya dalam melakukan beberapa kegiatan yang tidak 
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merugikan saya dalam hal apa pun yang menyangkut tentang masyarakat desa 

kesehatan.yaitu ada pun meliputi: 

1. kekeluargaan 

2. keberagaman 

3. solidaritas 

4. gotong royong 

5. kemasyarakatan 
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PEDOMAN   WAWANCARA 

Judul  Penelitian  Skripsi  :  Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam  

  Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa  

  Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang                                         

Nama Peneliti                    :  Riska Kesuma Putri 
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Materi Peneltitian             :  Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam  

  Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa  

  Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang                                   

Kategorisasi        :  

2. Bagaimana upaya untuk mencapai sasaran yang dirumuska Apakah masih ada 

dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang dialokasikan? 

3. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM 

(sumber daya manusia ) Masyarakat  Desa Kesehatan Karang Baru Aceh 

Tamiang? 

4. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan 

Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan? 

5. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan 

Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan? 
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         Pertanyaan Wawancara berdasasarkan Kategorisasi :  

  1. Bagaimana upaya untuk mencapai sasaran yang dirumuskan ,  Apakah masih 

ada dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang dialokasikan? 

a. Masyarakat 

b. kepala Desa 

c. Peraturan Desa 

d. Aparatur Desa 

 

 2. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM 

(sumber daya manusia ) Masyarakat  Desa Kesehatan Karang Baru Aceh 

Tamiang? 

a. Mengayomi Masyarakat 

b. Keperdulian Masyarakat 

c. Kedisiplinan 

d. Peraturan Desa 

     3.  Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan 

Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan? 

  a. Lebih dekat kepada masayarat 

  b. Peran Pemerintah 

 c. Kewenangan masyarakat 

 d. Kepentingan Bersama 
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      4 . Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan 

Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan? 

a. Berwewenang tinggi 

b. Aparatur Desa 

c. BUMdes 

d. Masyarakat 

 

   1.4.5  Hasil wawancara pedoman wawancara 

     Pertanyaan: 

1. Bagaimana upuk mencapai sasaran yang dirumuskan,  Apakah masih ada dana 

bantuan desa kesehatan selain dana desa yang dialokasikan? 

Jawaban: 

Kita jemput segala upaya bantuan dana yang tidak tersedia dana-dana dari 

APBK datang kekampung kita ini banyak dana yang kita jemput kita bawa 

kemari untuk masyarakat, jadi upya pak datok sangat membuat jaringan diluar 

supaya kampung kita ini lebih maju dan semua untuk masyarakat  tidak lepas 

dari anggaran desa kesehatan 

2. Usaha apasajakah yang kepala desa lakukan untuk meningkatkan SDM 

(sumber daya masyarakat) masyarakat desa kesehatan karang baru aceh 

tamiang? 

Jawaban: 

Sumber daya masyarakatnya agar lebih baik lagi dan tidak ketinggalan jauh 

dari manapun kekompakan dan antusias warga masyarakat dalam melakukan 
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hala apa pun yang membuat masyarakat supaya banyak kegiatan yang ada di 

desa kesehatan dan menghandirkan apa pun yang membuat desa lebih maju dan 

upaya yang sangat besar adalah untuk semuanya kepentingan seluruh 

masyarakat dan tanggung jawab yang sangat besar dalam kepentingan 

masyarakatnya. 

3. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan desa 

kepada masyarakat desa kesehatan? 

Jawaban: 

Kalau kami mau menjalankan program kanun, ataupun resam kampung 

membuat aturan resam kampung jadi itu kita lihat dulu di lapnagn seperti apa 

yang kita buat itu  harus sesuai dengan masyarakat jadi kita itu tidak asalan- 

buat resam kampung itu harus kesepakatan bersama dan bermusyawarah 

bersama tidak mengambil keputusan sendiri biar pun saya datok penghulu di 

desa kesehatan harus dengan kesepakatan bersama. 

4. Tugas dan fungsi ibuk pkk di desa kesehatan? 

Jawaban: 

  

1.1 IBUK PKK 

 Ibuk pkk itu kan adalah istri datok dan ibuk pkk itu sendiri pun setiap pemilihan 

datok yang terpilih ibuk pkk selalu ada dan mengikuti beberapa kegiatan, dan ibuk 

pkk sendiri selain istri datok ada juga masyarakat desa kesehatan yang menjadi ibuk 

pkk , agar ibuk pkk ini bisa berjalan dengan baik contohnya: menyulam kain, 
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menjahit dan kegiatan itu setiap satu bulan sekali dan sangat aktif membuat desa 

kesehatan lebih baik lagi. 

      Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disampaikan 

bahwa dalam hal ketetapan datok pengulu desa kesehatan yang banyak respon dari 

masyarakat dalam melakukan kegiatan apa pun itu dalam melakukan hal- hal yang 

menyangkut tentang desa kebijakan yang dibuat sangat dibantu dan ketimbang 

datok penghulu yang sebelumnya pelayana yang sangat adil, kebijakan apa pun 

yang di buat di desa kesehatan. 

     Pelayanan masyarkat sangat berpengaruh dalam kinerja perangkat desa yang 

melayani keluh kesah masyarakatnya yang terjadi di desa kesehatan pelayanan 

masyarakat yang dibuat agar masyarakat dalam mengurus surat menyurat cepat 

ditanggapi dan salahnya dalam  masyarakat tidak mau menanggapi apa pun yang 

terjadi aturan yang dibuat dan meliputi ap pun yang bersangkut pautan dengan 

kegiatan yang berlaku dan dalam alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi 

daerah yang sangat berpengaruh penting bagi kemajuan desa kesehatan  

      Alokasi dana desa yang apa pun masuk kedalam desa kesehatan berpengaruh 

penting dan juga himbauan kepada masayarakat dalam beberapa bantuan yang 

disalurkan kepada masyarakat belanja honorarium PKPKK DAN PPKK keperluan 

yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ibuk pkk dan kegiatan yang yang 

dialokasikan di desa kesehatan kegiatan yang sudah terjadi 10 muharam banyak 

masyarakat yang mengikuti kegiatan dsan perlombaan yang telah terselenggarakan, 

pembagian untuk anak yatim dan sangat dibutuhkan warga yang membutuhkan dan 

juga sangat berpengaruh sekali dalam nhal itu yang mejdi patokanyang sangat besar 
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dalam kemajuan desa kesehatan yang dalam melakukan surat menyurat tidak dalam 

penyelenggraaan posyandu (MKn kampung), belanja barang perlengakapan 

 

     4.2 Alokasi dana desa  

 Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan. 

        Partisipasi dalam pelayanan dalam pelanyan masyarakat yang dilakukan oleh 

para kepala dusun masing-masing warganya membuat yang terbaik dan apa pun 

keluh kesah yang mereka laporkan kepada kepala dusun yang mejadi baik dan 

kekompakan yang ditanamkan dan saling membantu dalam kegiatan berlangsung 

namun hal tersebut juga belum bisa meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik 

atau buruknya dalam turunnya masyarakat dalam melakukan hal- hal yang tidak 

merugikan masyarakatnya. 

       Dalam pelayanan masyarakat desa kesehatan dapat disimpulkan efektivitas 

pelayan izin pelayanan masyarakat penertiban dalam pembangunan desa jalan, 

transparansi, baksos desa yang dilakukan sangat rutin yang kepentingan pada 

organisasi yang berada di desa kesehatan pelayanan masyarakat masih bahwa 

kurang dilakukan. 

         Kinerja perngkat desa yang menjadi salah satu kegiatan menjadi peran penting 

, Kinerja Aparat Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang 
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dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan 

Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal 

pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan 

Kepala Desa. 

         Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak syahmirza wani keplor Bandar ( 

kepala dusun Bandar ) pada hari rabu 25 agustus 2021 pukul 16:33 dengan bapak 

mirza selama menjabat sebagai kepala dusun banyak informasi yang didapatkan 

juga megadakan beberapa pelatihan untuk kepentingan masyarakat desa kesehatan 

mengayomi masyarakat sekitar kabupaten aceh tamiang. 

          Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan 

kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga 

merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Penguatan 

peran masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam kerangka 

membagun pembaharuan bagi desa itu sendiri. Salah satu factor utama dalam 

memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak kepada tingkat 

partisipasi masyarakat setempat. Membangun partisipatif efektif masyarakat sudah 

tentu dimiliki suatu desa. 

        Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekannkan pada makna dari pada 

generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan 

analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa 

Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Populasi yang menjadi 
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perhatian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Bo’e dan seluruh 

masyarakat Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. 

4.1 Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam Rangka Pembinaan 

Kemasyarakatan Di Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang 

        Menurut Ravianto “2014:11”Pengertian efektivitas ialah seberapa baik 

pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan 

yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan  dapat diselesaikan sesuai dengan 

perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan 

efektif. 

          Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan 

tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi.  Apabila suatu organisasi mencapai tujuan 

maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 

        Sehingga dari definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pelayanan publik  adalah hubungan tujuan dapat menghasilkan keluaran sesuai 

dengan tujuan maka organisasi maupun mutunya maka dapatkan hubungan output 

atau pun input yang berlangsung dengan baik dan mencapai tujuannya. 

        Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas  penyaluran 

dana kampung dalam rangka  pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan 

kabupaten aceh tamiang yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya kurang 

mau bergotong royong yang membuat antusias masyarakat enggan dengan itu 

semua apalagi dengan perbandingan dengan pak datok penghulu lama dalam 

memnita tanda tangan sangat sulit pelayanan yang kurang memuaskan. 
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      Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah 

satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil 

pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra 

Utara. 

     Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak 

lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan 

ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini 

relatif lebih aman semasa GAM berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM 

diberlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya Kota Kuala 

Simpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan. 

         Partisipasi pelayanan masyarakat terhadap masyarakat desa kesehatan dalam 

pelayanan perangkat desa kepada masyarakatnya sudah sangat baik dan pak datok 

sendiri dengan adanya perangkat desa yang sekarang sangat membantu sekali 

dalam menjalankan pak datok untuk mengayomi masyarakatnya agar tetap kompak 

dan bekerjasama dengan baik tidak ada satu pun yang  membuat marah atau gagal 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah dibuat dalam menjalankan apa 

pun itu dengan baik dan bijak sana dalam pimpinan masyarakat yang sangat baik 

dan tidak ada yang dirugikan dengan bekerja sama dengan baik yang mentaati 

peraturan desa dengan sangat baik. 

 

        Menurut  (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya 

mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/GAM
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kuala_Simpang,_Aceh_Tamiang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kuala_Simpang,_Aceh_Tamiang
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kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, 

kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. 

pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di 

suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, upaya 

tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat Upaya tersebut 

dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, 

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan 

potensinya. Sementara dikutip dari penjelasan di buku Pengembangan Masyarakat 

karya Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya 

penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep 

pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal 

sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan 

menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif.      

       pemberdayaan  pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan 

modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif 

dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, 

pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang 

berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang 

bersifat peoplecentered, participatory, empowering, dan sustainable. Maksud 

konsep   peoplecentered adalah  pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. 

Adapun konsep   participatory berarti  pembangunan yang melibatkan partisipasi 

warga. Sedangkan empowering  dan sustainable merujuk pada strategi 

pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan 
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sifatnya berkelanjutan. (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan 

ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan 

kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa 

depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari 

kelompoknya. 

     Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal 

dari kata power (kekuasaan atau keberdayaaan), karena ide utama pemberdayaan 

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan 

dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 

inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional 

menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. 

         Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak 

berubah atau tidak dapat dirubah.Kekuasaan senantiasa tercipta dan hadir dalam 

konteks relasi sosial antar manusia. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan 

dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan  sebagai 

sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.  Memperkuat 

potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-

langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan          

sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan 

fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling 

bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin 

berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan 

pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain 
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adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta 

akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, 

lapangan kerja, dan pasar. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan 

membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus 

dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan 

dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada 

yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.   Memberdayakan 

masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. 

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah 

lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, 

perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam 

konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai 

upaya untuk dan eksploitasi atas yang lemah. 

      Berdasarkan pada beberapa konsep diatas, maka saya dapat 

menyimpulkan pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu untuk mendorong 

(Encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran dan dapat dijelaskan 

bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau 

meningkatkan kemandirian masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi lebih 

berdaya, bukan membuat masyarakatnya menjadi tergantung pada berbagai 

program pembangunan yang ada, tetapi yang harus dihasilkan dan dinikmati atas 

hasil usaha sendiri. 
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        Selain itu upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga 

cara, yaitu yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. 

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, dan memberdayakan masyarakat 

dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pemberdayaan 

bukan hanya meliputi individu-individu dalam masyarakat saja, tetapi juga unsur-

unsur pranata penduduknya. 

      Hasil wawancara dengan Ajiba yang berumur 71 tahun pekerjaan ibu rumah 

tangga sebagai warga masyarakat desa kesehatan.  Pak datok penghulu yang 

sekarang dan sebelumnya banyak sekali perbedaannya yang sekarang ini pak datok 

penghulu banyak memperhatikan warga masyarakatnya setiap pengaduan cepat 

ditanggapi,  pak datok penghulu yang sebelumnya meminta tanda tangan saja susah 

lama ditanggapi apa pun permasalahan warga yang dihadapi perubahan yang pak 

datok penghulu sekarang ada banyak sudah Nampak perubahan misalnya seperti,  

        pengutipan sampah gratis, ada juga perayaan apa pun tetap diadakan 10 

muharam, maulid, pas waktu bulan puasa juga membagi takjil gratis selama bulan 

puasa berlangsung 28 an enak di pandang sangat membawa perubahan pengaduan 

kepada pak datok penghulu yang sekarang ini cepat ditanggapi, kebersihan desa 

selalu di jaga itu sangat mencerminkan pemimpin yang bijaksana dalam mengurus 

surat-menyurat juga gratis tanpa dipungut biaya sudah ada papan pembertahuan 

bahwasannya dalam membuat surat-menyurat itu gratis pak datok penghulu yang 

sekarang dan sebelumnya berapa %  yang dulu 40% dan yang sekarang 100% dan 

pak datok penghulu juga medapatkan penghargaan sebagai pak datok penghulu 

terbaik dan disiplin masyarakat desa kesehatan dalam mengikuti kegiatan yang 
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dibuatikut adil kegiatan apa pun saja masyarakat desa kesehatan ikut serta 

masyarakat apa yang dikerjakan pak datok penghulu dan para perangkat desa  

kesehatan. 

         pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan  yang 

diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian 

mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang 

terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting 

serta masyarakat kita. Elaborasi dari pemikiran tersebut, secara keseluruhan, akan 

dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan. 

Pun, akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan 

primer maup Contoh lainnya, mengenai kasus atas ide pemberdayaan masyarakat 

desa bisa dilakukan dengan memberikan wawasan pengenai internet marketer. 

Tujuan pemberdayaan ini dilakukan dalam upaya mendistribusikan hasi pertanian 

masyarakat kepada khalayak umum.Hal ini cederung penting menginat pada saat 

ini globalisasi dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.  

sekunder dari makna pemberdayaan yang ada.  

         Definisi konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya 

sekumpulan orang yang memilih untuk menjadikan dirinya dalam menempuh 

keadilan dan berdap menjadi secara efektif esensial dan struktural, baik dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, negera, regional, maupun internasional, termasuk 

didalam bidang politi, ekonomi maupun lainya.Upaya ini dilakukan dalam 

mendukung gerakan keadilan sosial bagi masyarakat. Yang bisa dilakukan dengan 
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membentuk komunitas, organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat perkotaan 

ataupun di dalam kehidupan masyarakat desa. 

        Proses yakni suatu pemberdayaan yang menekankan pada proses struktural 

kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang 

bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lainnya. Keberdayaan ini dibentuk 

dengan kerjasama dan saling mendorong antar kehidupan masyarakat. Sekunder 

yakni suatu kosep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses 

menstimulasi dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau 

keberdayaan melalui dialog yang interkatif, antara pihak satu dengan lainnya yang 

sesaui dengan kepentingan masyarKeberdayaan masyarakat adalah konsep 

pemberdayaan yang dilakukan dengan mengali potensi serta kreatifitas masyarakat 

dalam meningkatkan kemandiariannya. Langkah ini dilakukan setelah serangkaian 

dialog serta prosesi arti sosialisasi dilakukan. 

         Hasil wawancara yang bernama Afriani 44 tahun pekerjaan ibuk rumah tangga 

sekaligus ibuk pkk warga masyarakat desa kesehatan tugas dan fungsi ibuk pkk 

utamanya ibuk rumah tangga ada kegiatan masak-masak ada juga pelatihan yang 

dipanggil tidak semua setelah itu dikembangkan didesa kesehatan ibuk pkk 

berjumlah 20-30 orang warga biasa pkk , kader posyandu , okh (program keluarga 

harapan) penerima manfaatnya orang itu lebih maju desa kesehatan banyak 

perubahan yang sudah dibuat pak datok penghulu yang sekarang ini yang lebih baik 

lagi 

       Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di 

Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan 

https://dosensosiologi.com/pengertian-sosialisasi-proses-tujuan-bentuk-dan-media-sosialisasi-lengkap/
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awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori 

yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep 

pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa “empowerment is a 

process of helping disadvantaged groups and individual to compete more 

effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using 

the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ 

and so on” (Ife, 1995). Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan 

(empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan 

kepada setiap individu dalam 

        Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah 

berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus 

melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Soemodiningrat, 2002). 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and 

sustainable” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk 

mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya 

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap 

konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 
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masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih 

positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi 

langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), 

serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan 

membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. 

Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, 

dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. 

          Hasill wawncara yang bernama Syaiful Alam beumur 49 tahun jabatan Datok 

penghulu desa kesehatan selama saya menjabat sebagai bapak datok pengulu desa 

kesehatan dalam bantuan apa pun itu warga masyarakat desa kesehatan mampu 

kesmudian masyarakat desa kesehatan sudah lebih maju bisa berkembang sekarang 

sudah naik status jadi desa maju dapat hadiah dari pemerintah pusat 200.88.000.000 

sudah mau memasuki desa mandiri dengan itu desa mandiri dijuluki desa  

didalamnya terdapat tim penilainya di luar dari perangkat intinya bekerja pelayanan 

masyarakat secara administrasi bisa maju sejahtera bisa dibantu perangkat desa 

kesehatan dalam menjalankan tuga apa pun itu sangat membantu pak datok 

penghulu dan kalo ada perihal dan di musyawarakan bersama dalam perangkat 

desa, keimaman, lembaga MDSK , termasuk juga masyarakat. 

         Berperan dalam agar desa kita ini sudah maju dan setelah itu naik desa mandiri 

kegiatan apa pun pada bulan puasa perangkat desa kesehatan bagi-bagi takjil 

gratisbdan itu tidak hanya masyarakat desa kesehatan saja dan dalam pembagian 

takjil gratis tidak hanya perangkat desa aja yang membagikannya warga desa 
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kesehatan juga ikut serta juga dalam pembagian takjil gratis selama 28 hari waktu 

bulan puasa. 

       Tahun pertama dan tahun kedua hampir 1 bulan penuh kegiatan bagi- bagi takjil 

gratis sudah dilaksanakan dan juga menjadi program baru selama pak datok 

penghulu yang sekarang ini menjabat. 

        Hasil wawancara upaya sasaran pak datok penghulu kita jemput bantuan apa 

pun yang sudah keluar tidak mengharapkan dana yang tersedia saja menjemput 

dana yang lain juga diputar keuangannya untuk masyarakat desa kesehatan pak 

datok penghulu juga APBK , Provinsi ,sampai ke pusat tidak hanya focus dengan 

dana ADD saja bawa dana yang lain yang banyak dan dibagikan kemasyarakatan 

meloby, membuat jaringan tidak lepas dari anggaran dan itu terjadi jika dana itu 

dari luar kita perdayakan kemasyarakat yang cocok kita buat dikampung ini 

contohnya ada 4 kegiatan : pembangunan pagar mesjid dipercantik lagi, 

pembangunan MCK anggaransebesar 100.90.000.000 , rumah imam , alat pkk dana 

dari luar dana aspirasi jadi pembangunan untuk dikampung ini untuk kesejahteraan 

dikampung ini tidak focus dengan dan ADD saja setelah itu kampung kita maju 

pesat dan berkembang semua dana yang diluar tadi itu kita bawa kemari dan kita 

bangun kampung ditahun ini yang akan pak datok penghulu laksanakan 4 kegiatan 

ibuk pkk dan fungsinya istri pak datok penghulu ini harus kita buat kegiatan bisa 

berjalan bisa bersinergi dengan datoknya menajalankan antara datok dan ibuk pkk 

banyak membuat merajut, menjahit, menyulam pita ada juga pelatihan tidak boleh 

dipisahkan dan dia masuk kesatuan sesuai dengan aturan itu SDM upaya apa saja 

desa kesehatan ada undangan ada juga pelatihan- pelatihan selama 1 bulan sekali 
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nya menghadiri kita tetap hadiri untuk meningkatkan baik untuk kemajuan 

kampung desa kesehatan. 

           pembinaan adalah suatu proses, tindakan hasil atau suatu pernyataan menjadi 

lebih baik". Dalam hal ini menunjukan adanya kemauan, peningkatan, 

pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang tau peningkatan 

atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga 

sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosial. 

Pembinaan adalah sebuah konsep populer dalam sistem organisasi birokrasi di 

Indonesia. Sering didengar konsep aparatur negara, pembinaan pegawai negri sipil, 

pembinaan karir, pembinaan masyarakat terasing, pembinaan remaja, pembinaan 

masyarakat desa dan sebagainya. Konsep ini dianggap penting sebab sangat 

menentukan kesinambungan tujuan pembangunan nasional dan stabilitas nasional. 

Salah satu definisi, pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang 

mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, 

memelihara pertumbuhan tersebuenyuluhan dalam rangka menumbuhkan motivasi 

sosial. Kegiatan ini dilakukan baik dalam bentuk penyuluhan lisan, tertulis maupun 

peragaan, yang pelakasanaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan 

masyarakat.Bimbingan baik berupa bimbingan sisoal dasar, lanjutan maupun 

keterampilan dalam  rangkameningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang 

tertentu. 

          Pelayanan sosial secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek 

kehidupan, kesehatan pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, bidang 

pemerintahaan desa dan sebagainya dengan melibatkan berbagai unsur/sektor 



71 
 
 

terkait.Bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, menumbuhkan 

kreatifitas dan kativitas guna mengelola sumber dan potensi yang ada Pendamping 

dalam rangka menumbuhkan kemandirian warga dampingan. 

        Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

masyarakat yang lemah dan tidak berdaya agar dapat lebih mandiri dan dapat 

memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi sosial dan kepercayaan diri mereka agar dapat 

lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berdiri-sendiri dan 

melibatkan diri dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat secara merata yang 

disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya  

       Dalam saya melakukan observasi, wawancara dan penelitian yang saya 

dapatkan sangat banyak pengalaman yang baru bagi saya dan sangat saya butuhkan 

pengalaman itu dalam saya meneliti didesa kesehatan masyarakat yang baik akan 

tetapi ada juga masyarakat yang kurang berkenan dalam melakukan hal itu seperti,  

mereka mau gerak karena ada uang bukan karena inisiatif mereka sendiri. desa 

kesehatan selama saya menjabat sebagai bapak datok pengulu desa kesehatan dalam 

bantuan apa pun itu warga masyarakat desa kesehatan mampu kesmudian 

masyarakat desa kesehatan sudah lebih maju bisa berkembang sekarang sudah naik 

status jadi desa maju dapat hadiah dari sudah mau memasuki desa mandiri dengan 

itu desa mandiri dijuluki desa  didalamnya terdapat tim penilainya di luar dari 

perangkat intinya bekerja pelayanan masyarakat secara administrasi bisa maju 

sejahtera bisa dibantu perangkat desa kesehatan dalam menjalankan tuga apa pun 

itu sangat membantu pak datok penghulu dan kalo ada perihal dan di musyawarakan 
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bersama dalam perangkat desa, keimaman, lembaga MDSK , termasuk juga 

masyarakat. 

         Berperan dalam agar desa kita ini sudah maju dan setelah itu naik desa mandiri 

kegiatan apa pun pada bulan puasa perangkat desa kesehatan bagi-bagi takjil 

gratisbdan itu tidak hanya masyarakat desa kesehatan saja dan dalam pembagian 

takjil gratis tidak hanya perangkat desa aja yang membagikannya warga desa 

kesehatan juga ikut serta juga dalam pembagian takjil gratis selama  waktu bulan 

puasa. permasalahan ini kita  sebgai masyrakat yang baik dan bijak dalam 

permasalahan yang terjadi dikampung kita harus lebih teliti lagi dan apalagi tentang 

keuangan desa dan itu bisa dibuat usaha bagi desa yang sangat dibutuhkan 

masyarakat  menanggapi dalam membantu saudara kita dipalestina seharusnya 

pemerintah lebih peka lagi terhap musibah terjadi dalam dana tetapi pemerintah 

tidak perduli dengan semua itu , jalan yang rusak sangat meresahkan warga 

setempat karena menggangu perjalanan , kecelakaan yang terjadi didalam suatu 

masyarakat sebagai kepala desa yang baik ikut membantu mengeluarkan untuk 

warganya , dalam mengeluarkan dana desa langkah-langkah seperti,  

pembangunan infrastruktur jalan, SDM, keinginan tentang kemajuan Desa 

Kesehatan. 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

       setelah pelaksanaan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan penulis, penulis melengkapinya dalam penyajian dan pembahsan, 
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maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan masyarakat yang terjadi di 

kampung kesehatan yang dimana dikampung kesehatan SDM desa kesehatan 

sangat baik apalagi pak datok penghulu sangat mengayomi masyarakatnya 

agar desa kesehatan selalu maju dan berkembang juga desa yang terbaik dan 

tidak ada yang tidak mentolerensikannya. Hal ini didasarkan pada kategorisasi 

yang sudah efektivitas: 

1. Sudah efektivitas dalam penyaluran dana alokasi desa 

2. Kedisiplinan yang mencerminkan masyarakat yang baik 

3. Solidaritas antara warga masyarakat, dan juga kompak 

dalam berbagai kegiatan 

4. Sudah adanya transparansi terhadap warga masyarakat 

5. Adanya peraturan desa yang membuat masalah yang bisa 

diselesaikan dan pemberdayaan masyarakat  

 Penyaluran dana sudah efektif hal ini dapat saya buktikan dari sebutkan 

kategorisasi seperti yang saya buat ada pun keterangannya : 

-sudah efektif dalam penyaluran dana antusias  sudah banyak yang terlihat 

selama saya melakukan peenlitian yang dimana memang sudah benar 

efektif dana alokasi desa (ADD). 

-sudah efektif juga dalam kedisiplinan kerja perangkat desa dalam 

melakukan kegiatan apa pun perangkat desa maupun perangkat desa 

sangat disiplin dalam semua kegiatan. 

-sudah efektif solid dalam bermasayarakat tidak mementingkan diri sendir 

malahan sangat membantu sesame masyarakat. 

73 
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-sudah efektif dalam transaparansi terhadap masyarakat yang dimana 

masyarakatnya sangat antusias dalam kegiatan apa pun yang sangat 

kompak sesame masyarakat banyak juga yang sedang dikerjakan selama 

program kerja berlangsung. 

-sudah efektif dalam peraturan desa seperti kalau ada masalah di desa 

kesehatan hanya tau didesa kesehatan saja tidak menyebar keluar sana dan 

dapat juga di musyawarahkan dan dapat mengambil keputusan bersama. 

 

 5.2   Saran  

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan 

berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Efektivitas 

Penyaluran Dana Kampung Dalam Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa 

Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut: 

1. Diharapkan dari desa kesehatan agar lebih peka lagi terhadap sekelilingnya 

kalo ada pemberitahuan atau informasi harus lebih sigap dan dapat dipahami 

yang membuat suatu upaya yang baik dalam memajukan desa kesehatan. 

2. Diharapkan (SDM) lebih ditingkatkan lagi dan juga lebih solid lagi 

kekeluargaannya biarpun sudah sangat baik dalam silahturahmi antar sesama 

warga masyarakat yang mengupayakan masyarakatnya lebih disiplin dan 

mau mengikuti arahan dari siapa pun itu dan membuat  desa kesehatan lebih 

maju. 

3. Diharapkan peran masyarakatnya lebih intens lagi dan membuat kegiatan 

bersama agar mecapai tujuan yang diinginkan suapaya desa kesehatan lebih 
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maju dan berdiri dengan baik mencerminkan desa yang harus dicontoh dan 

menjadikan kebanggaan bagi desa kesehatan yang baik. 

4. Diharapkan alokasi dana desa (ADD) dana yang masuk agar bisa lebih 

dikembangkan lagi dan perangkat desa lebih mencerminkan perangkat yang 

baik dan memuaskan pelayanan bagi masyarakatnya yang membuat 

kekompakan yang lebih baik lagi kesolitan yang lebih beragam dan juga 

pemberdayaan masyarakatnya. 
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   Nama                           : Syaiful Alam  

   Jenis Kelamin              : Laki- Laki 

   Umur                            : 49 Tahun 

   Jabatan                         : Datok Penghulu 

a. Adanya transparansi dalam desa kesehatan 

6. Bagaimana upaya untuk mencapai sasaran yang dirumuska Apakah masih 

ada dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang dialokasikan? 

Jawab: uapya yang dijalankan oleh pak datok penghulu sangat 

mengupayakan masyarakatnya agar lebih lagi dan juga menjaga silahturahmi 

sesama masyarakat. 

7. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM 

(sumber daya manusia ) Masyarakat  Desa Kesehatan Karang Baru Aceh 

Tamiang? 

        Jawab: usaha yang dilakukan oleh pak datok pengulu sangat banyak dan 

sangat meningkatkan  lebih baik agar menerapkan pemimpin yang baik. 

8. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan 

Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan? 

Jawab:peran pemerintah dalam membina masyarakatnya lebih baik agar 

memajukan desa kesehatan yang membuat apa pun itu yang baik. 

9. Bagaimana peran pemerintah dalam  mendisiplikan menerapkan peraturan 

Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan? 



80 
 
 

Jawab:disiplin yang dilakukan menerapkan peraturan desa yang 

mencerminkan desa yang baik dan juga menjadikan kedisiplinan bagi desa 

itu juga agar mendahulukan yang baiknya. 
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  Umur               : 44 tahun 

 Jenis Kelamin   : Perempuan 

  Pekerjaan        : Ibuk Rumah Tangga 

a. Adanya kurang kesolitan anatar sesama masyarakat 

1. Menurut ibuk datok yang sekarang ini buk atau tidak kalau tidak baik 

apa dan sebaliknya? 

Jawab: menurut saya datok yang sekarang ini sangat mencerminkan 

datok yang yang baik dan bijaksana dalam urusan apa pun cepat 

ditanggapi 

2. Apakah datok yang sekarang mengecewakan masyarakat desa kesehatan 

dan kalu tidak mengecewakan desa kesehatan apa alasannya? 

Jawab: datok yang sekarang ini tidak ada masyarakat yang 

mengecewakan ataupun membuat masyarakat menunggu untuk kegiatan 

apa pun itu contohnya , pengutipan sampah gratis yang mejadi tolak ukur 

yang baik. 

3. Bagaimana menurut ibuk perangkat desa yang sekarang ini sudah cukup 

lebih baik atau tidak apa alasannya? 

Jawab: menurut saya peran perangkat desa sangat membantu masyarakat 

desa kesehatan agar lebih baik lagi dan mengurus apa pun itu tidak 

memminta uang malahan gratis dan kerja mereka sangat cepat dan tepat. 

 

DRAFT  WAWANCARA 
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Jenis Kelamin  :  Perempuan 

Umur             :  71 Tahun 

Pekerjaan      :  Ibuk Rumah Tangga 

a. Adanya keperdulian didalam suatu masyarakat 

1. Menurut ibuk sebgagai masyarakat desa kesehatan pak datok yang 

sekarang dan yang dulu apa perbedaannya? 

Jawab: menurut saya datok yang sekarang sangat baik dan membawa 

perubahan yang banyak juga bagi desa kesehatan, kalo datok yang dulu 

sangat kurang karena dalam meminta tanda tangan saja sangat lama 

direspon dan lama juga ditanggapi datok yang sekarang 100% dan yang 

dulu 40% 

2. Apakah datok yang sekarang ini sudah membawa perubahan bagi desa 

kesehatan contohnya? 

Jawab: selama pak datok yang sekarang banyak membawa perubahan 

contohnya, pengutipan sampah gratis, setiap kegiatan berjalan dengan 

tepat waktu , pembangunan MCK dan yang lain 

3. Apakah ibuk dan masyarakat desa kesehatan ikut adil dalam kegiatan apa 

pun? 

Jawab: masayarakat desa kesehatans sangat antusias yang besar dalam 

kegiatan apa pun yang dibuat oleh pak datok penghulu desa kesehatan 

                              Surat penelitian  dan surat balasan penelitian     
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